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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, baik dalam penelitian kepustakaan,

maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada

bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupan jawaban

terhadap rumusan permasalahan dalam penelitian hukum, beberapa hal

sebagai berikut :

1. Peranan penyidik Polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah

dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 adalah sebagai

penyidik pembantu Badan Narkotika Nasional (BNN), apabila akan

melakukan penyidikan terhadap kejahatan narkotika maka harus

berkoordinasi dahulu dengan BNN yang merupakan pemilik wewenang

terbesar dalam penyidikan kasus kejahatan narkotika. Dengan adanya

Penyidik Polri upaya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba

yang dilakukan oleh BNN dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan

dengan hasil memuaskan. Hal ini karena instrumen yang ada di dalam

Polri bekerjasama dalam menuntaskan kasus-kasus tindak pidana narkoba

yang terjadi.

 

 



56

2. Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik Polri dalam pencegahan

tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer

35 Tahun 2009, adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mencari

barang bukti dan pengujian terhadap alat bukti terhadap jenis golongan

narkotika yang membutuhkan biaya yang cukup besar, hambatan lain

datang dari anggota penyidik Polri yang kurangnya pendidikan khusus

tentang narkotika, dan hambatan yang terbesar yakni dari masyarakat yang

masih kurang mengetahui ciri-ciri narkotika dan kurangnya kesadaran

akan kejahatan narkotika yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

B. SARAN-SARAN

Bertitik tolak dari kesimpulan diatas tentang hambatan yang ditemui

penyidik Polri, berikut ini yang ingin dikemukakan oleh penulis beberapa

saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat

penyelesaian perkara tindak pidana narkotika antara lain :

1. Perlu pengadaan suatu pendidikan atau penataran khusus terhadap para

penyidik Polri yang terlibat dalam pencegahan tindak pidana narkotika,

karena dilihat dari berbagai macam jenis-jenis narkotika yang

disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik telah

mengetahui jenis-jenis obat-obatan yang beredar di masyarakat.

2. Dalam peranannya diharapkan penyidik Polri dapat memberikan

pembinaan terhadap masyarakat agar mengenal apa itu narkotika dan
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kejahatan narkotika, karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang

narkotika dan kejahatan narkotika dan pembinaan terhadap masyarakat

agal lebih peka terhadap lingkungan sekitar, salah satunya bila terjadi

kejahatan narkotika yang mereka ketahui sehingga dapat melaporkannya

kepada yang berwajib.
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